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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, organisasi yang didirikan oleh Koperasi secara bersama-sama yang berfungsi sebagai wadah tunggal untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi perlu memperoleh pengesahan dari Pemerintah;

b. bahwa untuk lebih mendorong pembangunan perkoperasian di Indonesia sangat diperlukan keberadaan organisasi yang dapat dengan efektif membantu Pemerintah dalam memajukan pertumbuhan dan kehidupan koperasi di Indonesia dan menggerakkan dinamika kehidupan organisasi koperasi, sehingga mampu mengembangkan dirinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional;

c. Bahwa atas dasar permohonan Pengurus Induk Koperasi yang diajukan atas nama dua puluh Induk Koperasi beserta seluruh anggotanya dan dua puluh tiga Dekopinwil untuk mengesahkan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia yang telah disempurnakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dipandang perlu untuk mengesahkan Anggaran Dasar yang baru dari organisasi tersebut dengan Keputusan Presiden.
Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502).
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DEWAN KOPERASI INDONESIA

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar Koperasi Indonesia sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini sebagai penyempurnaan terhadap Anggaran Dasar yang berlaku selama ini, yang diajukan oleh Pengurus Induk Koperasi atas nama dua puluh Induk Koperasi beserta seluruh anggotanya dan dua puluh tiga Dekopinwil dengan surat tertanggal 26 Mei 1997.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden ini, pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, Nomor KEP-50/MEN/1978 tanggal 28 Maret 1978 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 3 Juni 1997.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SOEHARTO
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